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ABSTRACT

This research is motivated by the importance of structuring access to
agrarian reform as a means of community empowerment through productive land
utilization. One innovation implemented by the Bandung City Land Office is the
"Green Waqf" Program, which involves the productive use of waqf (endowment)
land as part of the effort to structure access to agrarian reform. This study aims to
analyze the program's implementation, identify the obstacles faced by beneficiaries,
and examine the roles of stakeholders in its execution.

The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data
were collected through interviews, observation, and document analysis, and
subsequently analyzed using techniques of data condensation, data presentation,
and conclusion drawing.

Research findings indicate that the Green Waqf Program is implemented
through potential assessment, social and institutional development, outreach,
training, and business mentoring focused on urban farming. The program yields
benefits such as enhanced utilization of waqf land and improved knowledge and
skills among beneficiaries, while also creating opportunities to boost community
welfare. However, implementation faces challenges regarding limited capital,
human resources, facilities and infrastructure, product marketing, and a lack of
sustained mentoring. The program's success is underpinned by collaboration among
the Bandung City Land Office, the Indonesian Waqf Board, local government, and
relevant stakeholders. The Green Waqf Program represents an implementation of
agrarian reform access arrangements, contributing to community empowerment
through the productive use of waqf assets.

Keywords: Agrarian Reform Access Arrangement, Productive Waqf, Green Waqf,
Stakeholders, Bandung City Land Office.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) yang dihasilkan 15 tahun pasca proklamasi
kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang penting karena pembentukan
undang-undang ini juga sekaligus mengakhiri dualisme hukum tanah di
Indonesia (Eradany, 2023). Dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA muncul kata /land
reform atau agraria reform yang berarti tanah pertanian harus dikerjakan secara
aktif oleh pemiliknya sendiri, serta UUPA meletakkan dasar pembaruan agraria
yang tercermin dalam Pasal 7 yang melarang pemilikan dan penguasaan tanah
yang melampaui batas. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis
pelaksanaan land reform yang bertujuan menciptakan struktur penguasaan
tanah yang adil dan produktif. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU Prp)
Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian mengatur
mengenai batas maksimum kepemilikan tanah, di mana tanah yang melebihi
batas tersebut ditetapkan sebagai objek redistribusi land reform (Suartining &
Djaja, 2023). Kebijakan ini didasari oleh realitas agraria di Indonesia yang
menunjukkan bahwa mayoritas petani hanya menguasai lahan sempit di bawah
0,5 hektare. Oleh karena itu, implementasi /and reform diprioritaskan bagi
petani gurem dan petani tak bertanah sebagai subjek utama penerima manfaat

(Sri Hery Susilowati dan Mohamad Maulana, 2016).

Pasca disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai induk dari
semua peraturan keagrarian di Indonesia, realitanya undang-undang yang
mengatur tentang pertanahan dan agraria belum mampu menghasilkan
kesejahteraan secara merata kepada masyarakat (Umar et al., 2023). Program

Reforma Agraria yang telah ada dinilai belum dapat mengakomodasi



pentingnya pemberdayaan dan pemahaman kepada masyarakat pemilik tanah
tentang pentingnya nilai guna tanah yang mereka miliki (Bina & Getsempena,
2024). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi
mengenai nilai ekonomi tanah serta hak-hak pemilik tanah untuk mendukung
keberhasilan Program Reforma Agraria. Hal inilah yang menginspirasi peneliti

untuk mengkaji bagian penting dari reforma agraria yaitu penataaan akses.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018
tentang Reforma Agraria, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Rifqi & Meiwanda, 2022).
Reforma Agraria tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai penataan aset
melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah semata, melainkan diperluas
melalui fasilitasi penataan akses (access reform) agar masyarakat penerima
tanah memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi, permodalan,
pendampingan, dan pemberdayaan usaha (Arisaputra, 2016). Komitmen
tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang menekankan
pentingnya integrasi lintas sektor, percepatan pelaksanaan penataan akses, serta
penguatan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam
mengoptimalkan pemanfaatan tanah sebagai aset produktif. Dengan demikian,
reforma agraria diarahkan tidak hanya pada kepastian hukum atas tanah, tetapi
juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola
tanahnya guna mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan (Ramadhani et

al., 2024).

Reforma Agraria terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu penataan aset (asset
reform) dan penataan akses (access reform). Penataan aset dilakukan dengan
memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan tanah (redistribusi
tanah) atau dengan penguatan hak milik atas tanah yang dikuasai masyarakat.
Penataan akses dilakukan dengan memberdayakan tanah sebagai sarana untuk

meningkatkan kesejahteraan taraf hidup penerima asset reform tersebut



misalkan dengan penyediaan akses infrastruktur pendukung, pembiayaan,
pengolahan, produksi, pemasaran sampai dengan distribusinya (Widodo,
2017). Pilar utama Reforma Agraria, yaitu penataan akses yang dimana
seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya pendanaan dan kurangnya

program pemberdayaan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah perkotaan.

Menanggapi tantangan optimalisasi pemanfaatan tanah serta sejalan
dengan kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional yang menekankan pentingnya pemanfaatan lahan agar bernilai guna
dan produktif, Kantor Pertanahan Kota Bandung mengambil langkah inovatif
melalui pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Inisiatif tersebut diwujudkan
dalam Program Wakaf Hijau (Green Wagqf) sebagai bentuk sinergi antara
kebijakan pertanahan dan pengelolaan wakaf. Program ini selaras dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan
bahwa harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif
untuk kesejahteraan umum, serta sejalan dengan semangat Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang
menekankan pentingnya penataan akses melalui pemberdayaan ekonomi
masyarakat (Rohana, 2023). Dengan demikian, pemanfaatan wakaf produktif
melalui Program Wakaf Hijau tidak hanya memberikan kepastian hukum atas
tanah wakaf, tetapi juga berperan sebagai instrumen access reform dalam
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Kota

Bandung sebagai “Kota Wakaf”.

Secara akademik konsep Greem Wagf atau wakaf hijau merupakan
pengembangan paradigma wakaf yang mengintegrasikan fungsi sosial-
ekonomi wakaf dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Konsep ini
memperluas orientasi pengelolaan wakaf yang tidak hanya ditujukan untuk
kepentingan keagamaan dan sosial secara langsung, tetapi juga diarahkan pada
pemanfaatan aset wakaf secara produktif untuk menghasilkan manfaat
ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan (Muntaqo, 2015). Dari

dimensi ekonomi, aset wakaf dapat dikelola melalui kegiatan produktif yang



mampu menghasilkan nilai tambah, membuka peluang usaha, memperkuat
pemberdayaan masyarakat, serta mendukung peningkatan kesejahteraan
penerima manfaat. Sementara itu, dari dimensi lingkungan, pemanfaatan aset
wakaf diarahkan pada kegiatan yang memperhatikan kelestarian sumber daya
alam, penghijauan, pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, serta bentuk
pemanfaatan tanah lainnya yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian,
Green Waqf menempatkan aset wakaf sebagai instrumen yang memiliki fungsi
multidimensional, yaitu fungsi keagamaan, sosial, ekonomi, dan ekologis

(Ilmiah et al., 2024).

Menurut Nur et al. (2020) pengelolaan wakaf hal yang pertama harus
ada adalah badan wakaf yang memiliki wewenang menjaga, mengelola, serta
mengembangkan aset wakaf tersebut. Dalam pembahasan di Indonesia,
lembaga wakaf yang berdiri secara independen akan mengelola dana wakaf dan
beroperasi secara nasional biasa dikenal dengan sebutan Badan Wakaf
Indonesia. Wakaf diambil dari kata wagafa yang menurut bahasa berarti
menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu
hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazhir (penjaga
wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan
bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan
syariat Islam (Setiawan et al., 2023). Wakaf saat ini dipandang sebagai aset
produktif yang dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan pengembangan
produksi baik yang bersifat pengembangan ranah ibadah maupun muamalah

(Rahma, 2021).

Menanggapi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan Bandung, Kantor
Pertanahan menerapkan model urban farming melalui dua sistem utama, yaitu
sistem hidroponik dan sistem konvensional. Pemilihan sistem hidroponik dan
sistem konvensional didasarkan pada beberapa faktor: (a) Keterbatasan lahan
di perkotaan, (b) Efektivitas, efisiensi, dan nilai ekonomis yang tinggi (Latue
et al., 2023). Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan

pemanfaatan tanah wakaf menjadi efektif dan bernilai ekonomis. Manfaat yang



ingin dicapai mencakup memaksimalkan potensi lahan guna swasembada
pangan, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekonomi
masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi wilayah (Priyadi et al.,

2023).

Konsep Green Waqf diwujudkan melalui Program Wakaf Hijau yang
mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif berbasis
urban farming. Pemanfaatan tersebut memiliki keterkaitan dengan dimensi
ekonomi karena tanah wakaf diarahkan untuk menghasilkan komoditas yang
dapat memberikan nilai manfaat bagi penerima program, sedangkan dimensi
lingkungan diwujudkan melalui optimalisasi lahan perkotaan untuk kegiatan
pertanian dan penghijauan. Integrasi kedua dimensi tersebut menunjukkan
bahwa pemanfaatan tanah wakaf secara produktif tidak semata-mata
berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga dapat berkontribusi
terhadap keberlanjutan lingkungan perkotaan. Dalam kerangka penataan akses
reforma agraria, pendekatan tersebut menjadi relevan karena tanah
ditempatkan sebagai basis pemberdayaan yang dapat dioptimalkan melalui
peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan kegiatan produktif, dan

kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Model Wakaf Hijau ini tergolong inovatif, penting untuk mengkaji
sejauh mana program Penataan Akses yang inovatif ini benar-benar
memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan keberdayaan
masyarakat penerima manfaat. Selain itu, diperlukan kajian mendalam
mengenai implementasi model, peran antar stakeholder (seperti Nazhir, Badan
Wakaf Indonesia, dan Pemerintah Kota), serta efektivitas program secara
hukum, kelembagaan, dan sosial-ekonomi dalam meningkatkan akses Reforma
Agraria terhadap sumber daya agraria. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi
relevan dan penting untuk menganalisis secara empiris model Penataan Akses

Reforma Agraria yang memanfaatkan wakaf produktif di Kota Bandung.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana kegiatan pemanfaatan wakaf produktif melalui penataan akses
reforma agraria yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota
Bandung?

Apa kendala bagi penerima manfaat dalam implementasi pemanfaatan
wakaf produktif Program Wakaf Hijau terhadap pengelolaan tanah wakaf
pasca Kantor Pertanahan Kota Bandung memfasilitasi?

Bagaimana peran stakeholder dalam mengimplementasikan program

Wakaf Hijau?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:
Menganalisis dan mendeskripsikan kegiatan pemanfaatan wakaf produktif
melalui penataan akses reforma agraria yang telah dilaksanakan oleh
Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penerima manfaat
dalam mengimplementasikan pemanfaatan wakaf produktif melalui
Program Wakaf Hijau, khususnya pada tahap pengelolaan pasca-fasilitasi
oleh Kantor Pertanahan.

Mengkaji peran stakeholder dalam mengimplementasikan program Wakaf

Hijau.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,

baik secara teoritis maupun praktis:

1.

Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pertanahan dan agraria,

khususnya yang berkaitan dengan penataan akses reforma agraria dan



pemanfaatan wakaf produktif. Hasil penelitian ini dapat memperkaya
literatur mengenai integrasi kebijakan pertanahan dengan instrumen wakaf
sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan
tanah yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi
bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peran kelembagaan pertanahan
dan kolaborasi antar stakeholder dalam implementasi program reforma
agraria berbasis wakaf.
Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan, evaluasi, dan rekomendasi bagi Kantor Pertanahan Kota
Bandung beserta para stakeholder untuk meningkatkan efektivitas
Program Wakaf Hijau dan mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf
secara produktif berkelanjutan. Bagi masyarakat penerima manfaat, hasil
penelitian ini dapat memberikan gambaran peluang serta tantangan
pengelolaan guna mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, penelitian
ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan

dan pengembangan program serupa di wilayah lain.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Wakaf Produktif
melalui Penataan Akses Reforma Agraria (Studi Program Wakaf Hijau di

Kantor Pertanahan Kota Bandung), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemanfaatan Wakaf Produktif melalui Penataan Akses Reforma
Agraria
Pelaksanaan Program Wakaf Hijau merupakan implementasi penataan
akses reforma agraria yang dilakukan melalui pemanfaatan tanah wakaf
sebagai aset produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kantor
Pertanahan Kota Bandung tidak hanya berperan dalam memberikan kepastian
hukum melalui sertifikasi tanah wakaf, tetapi juga memfasilitasi pemberdayaan
masyarakat melalui penyuluhan, pemetaan sosial, identifikasi potensi wilayah,
pembentukan kelembagaan, koordinasi dengan berbagai stakeholder, serta
penyediaan akses terhadap program pemberdayaan. Program dilaksanakan
pada lima lokasi dengan komoditas yang disesuaikan dengan potensi masing-
masing wilayah, yaitu budidaya hidroponik, pertanian konvensional, jamur
tiram, dan komoditas produktif lainnya. Lokasi pelaksanaan mencakup lima
titik wakaf, yakni Pondok Pesantren Al-Waritsah, Kantor PWNU Jawa Barat,
Yayasan Pesantren Terpadu Darul Hidayah, Masjid Al-Hidayah, dan Pondok
Pesantren Universal. Implementasi ini bersifat fleksibel, di mana urutan antara
penataan aset dan penataan akses disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
riil di masing-masing lokasi
Penerima manfaat memberikan persepsi positif terhadap Program Wakaf
Hijau karena mampu meningkatkan pemanfaatan tanah wakaf yang
sebelumnya belum produktif. Program juga memberikan dampak berupa
peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya pertanian,
penguatan partisipasi masyarakat, serta tambahan manfaat ekonomi pada

beberapa lokasi.
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2. Kendala Penerima Manfaat dalam Implementasi Pemanfaatan Wakaf Produktif

Penerima manfaat masih menghadapi berbagai kendala dalam mengelola

tanah wakaf produktif setelah memperoleh fasilitasi dari Kantor Pertanahan

Kota Bandung. Kendala tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan teknis,

kerusakan sarana budidaya, keterbatasan modal dan media tanam, serangan

hama, perubahan kondisi cuaca, serta keterbatasan sumber daya manusia yang
mengelola kegiatan secara berkelanjutan.

Selain itu, efektivitas implementasi juga dipengaruhi oleh aspek
kelembagaan, seperti belum optimalnya struktur organisasi kelompok,
pergantian pengurus, serta belum terpenuhinya beberapa persyaratan
administratif yang mendukung pendampingan dari instansi teknis. Untuk
mengatasi kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kota Bandung bersama
stakeholder telah melakukan koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis,
monitoring, evaluasi, serta menghubungkan kelompok penerima manfaat
dengan instansi yang memiliki program pemberdayaan sesuai kebutuhan
kelompok.

3. Peran Stakeholder dalam Implementasi Program Wakaf Hijau

Implementasi Program Wakaf Hijau melibatkan berbagai stakeholder
yang terdiri atas Kantor Pertanahan Kota Bandung, Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan
UMKM, DPMPTSP, Diskominfo, mitra CSR, dan kelompok penerima
manfaat. Masing-masing stakeholder menjalankan peran sesuai tugas dan
kewenangannya dalam mendukung keberhasilan program, mulai dari aspek
legalisasi aset, pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, pengembangan
usaha, legalitas usaha, hingga pemasaran hasil produksi.

Efektivitas peran stakeholder dipengaruhi oleh koordinasi dan
komunikasi antarinstansi, komitmen kelompok penerima manfaat,
ketersediaan sumber daya, dukungan kelembagaan dan regulasi, serta
keberlanjutan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi
antarstakeholder menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan Program

Wakaf Hijau. Semakin baik koordinasi dan kesinambungan pendampingan
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yang dilakukan, semakin besar peluang keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf

produktif sebagai bagian dari penataan akses reforma agraria.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai:

1. Mengingat pendampingan dari Kantor Pertanahan memiliki batas waktu
(tiga tahun), Kantor Pertanahan Kota Bandung perlu menginisiasi
mekanisme transisi pendampingan kepada pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan terkait sebelum berakhirnya periode penanganan
akses reforma agraria.

2. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait (seperti Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian serta Dinas Koperasi dan UKM) perlu mengintegrasikan
kelompok penerima manfaat ke dalam program pembinaan rutin daerah. Hal
ini didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan
ekonomi masyarakat, sehingga pendampingan tidak terhenti setelah masa
tugas Kantor Pertanahan berakhir.

3. Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat kelembagaan dan Pembagian
peran antarperangkat daerah dalam mendukung jalannya transaksi reforma
agraria melalui mekanisme koordinasi yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Program Wakaf Hijau disarankan dapat direplikasi di wilayah lain sebagai
model penataan akses reforma agraria berbasis wakaf produktif dengan
menyesuaikan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, dan dukungan
stakeholder setempat agar pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan.

5. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji Program Wakaf Hijau serta
dampaknya terhadap kemandirian dan kesejahteraan penerima manfaat.
Penelitian dapat menggunakan metode pendekatan kuantitatif atau
campuran untuk mengukur dampak program secara lebih terukur dan

komprehensif.
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